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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI  

NOMOR  47  TAHUN 2020  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2020 

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST  

CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  

DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa pelayanan pemeriksaan Rapid Test Covid-19 pada 

Unit Pelaksana Teknis BLUD pada Dinas Kesehatan harus 

mampu terjaga kualitasnya dan dengan harga yang 

bersaing; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif pelayanan rapid test 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 

Pemeriksaan Rapid test Covid-19  pada Unit Pelaksana 

Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga yang 

berlaku saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 

Pemeriksaan Rapid test Corona Virus Disease 2019 pada 

Unit Pelaksana Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas kesehatan 

Kabupaten Pati;  

Mengingat . . . 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replubik 

Indonesia Nomor 4431);   

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 

8. Undang-Undang . . . 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan . . . 
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13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

17. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 90); 

18. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif 

Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid test Corona Virus 

Disease 2019 pada Unit Pelaksana Teknis dengan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada 

Dinas kesehatan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2020 Nomor 28); 

 

MEMUTUSKAN . . . 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG 

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN PATI.  

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan 

Rapid test Corona Virus Disease 2019 pada Unit Pelaksana 

Teknis dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah pada Dinas kesehatan Kabupaten Pati (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 28) diubah, 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut : 

JENIS PELAYANAN LOKASI TARIF (Rp) 

Pemeriksaan Rapid 

Test Covid-19 

UPT Rumah Sakit 

Umum Daerah 
150.000 

UPT Puskesmas 150.000 

 

 

 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

 

Ditetapkan di Pati 

Pada tanggal  9 Juli 2020 

BUPATI PATI, 

 

     ttd. 
 
 

HARYANTO 
 
 

Diundangkan di Pati  

Pada tanggal  9 Juli 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 
ttd. 

 
   SUHARYONO 

  
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 47 
 

 
 
 

 


